BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Pengawasan pada pertambangan mineral dan batu bara menurut Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang
memiliki potensi sumber daya mineral dan terdampak langsung atas
pengelolaannya. Di Solok Selatan pengawasan dilakukan oleh Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral. Pengawasan dilakukan terhadap 16 perusahaan
pertambangan mineral yang izinnya masih berlaku sampai saat sekarang ini.
Namun pengawasan oleh Dinas ESDM tersebut masih belum terlaksana
secara maksimal. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pengawasan masih
mendapatkan beberapa kendala yang belum dapat diatasi.

Perusahaan pertambangan mineral yang berada di Kabupaten Solok Selatan
saat sekarang ini tidak ada lagi yang melakukan aktifitas pertambangan. Hal
in1 sudah berlangsung semenjak awal tahun 2013. Perusahaan:pertambangan
tidak lagi melakukan kegiatan pertambangan karena dikeluarkannya aturan
baru oleh Memteri ESDM melalui PERMEN ESDM No. 7 Tahun 2012

tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan



Pemurnian Mineral yang didalamnya memuat bahwa setiap hasil tambang
harus melalui pemurnian terlebih dahulu sebelum diekspor. Peraturan
tersebut memaksa perusahaan pertambangan mineral di solok selatan untuk
membangun " sebuah slmelter, yang tentu saja- mengahabiskan biaya yang
cukup besar. Perusahaan tambang mineral di Solok Selatan tidak ingin
mengambil resiko, hal inilah yang menjadi alasan berhentinya pengelolaan
potensi Sumber Daya Mineral oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Sebagian besar perusahaan tambang di daerah Kabupaten Solok Selatan tidak
lagi beroperasi meskipun [UP mereka masih aktif, hal itu disebabkan
ketentuan pada PERMEN ESDM yang mengaharuskan perusahaan tambang
memiliki smelter untuk meningkatkan nilai dari mineral itu sendiri. Sehingga
seharusnya pemerintah meminta perusahaan-perusahaan tersebut untuk
mengembalikan [UP, dan memberikannya kepada perusahaan lain yang lebih

kompeten, dan mengelola potensi mineral di daerah Kabupaten Solok Selatan

sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.



B. Saran
Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis peroleh, penulis mengungkapkan
beberapa saran yaitu:

1. Pemberian izin y;mg dilakukan oleh Dinas ESDM ’sudah cukup baik
mengingat bahwa daerah Kabupaten Solok Selatan kaya akan sumber
daya alamya terutama bahan galian, namun dalam pengawasan belum
dapat terlaksana secara maksimal. Dalam melakukan pengawasan
harusnya lebih banyak melakukan pengawasan kelapangan. Dan
seharusnya alamat kantor dan lokasi pertambangan harus dipastikan
terlebih dahulu sebelum izin dikeluarkan, sehingga dalam melakukan
pengawasan tidak banyak mendapatkan kendala. Di Daerah Kabupaten
Solok Selatan belum adanya Peraturan Dearah yang mengatur tentang
pertambangan secara khusus. Sebaiknya daerah Kabupaten Solok Selatan
membuat aturan tentang pertambangan yang mendukung terlaksananya
pengawasan secara maksimal.

2. Pemerintah Daerah dan Perusahaan Tambang Mineral Di solok Selatan
dalam rangka membangun smelter dapat bekerjasama dengan investor
dalam negeri maupun asing. Alternatif lainnya adalah Pemerintah daerah
dapat.membuat suatu badan usaha milik daerah yang bergerak pada
bidang pemurnian hasil tambang atau smelter, untuk dapat memenuhi
persyaratan ekspor bahan tambang yang telah digali oleh perusahaan-

perusahaan tambang mineral di Solok Selatan.



3. Penulis menyarankan agar pemerintah melakukan pengawasan terhadap

perusahaan-perusahaan tambang di daerah Kabupaen Solok Selatan untuk

mengetahui agalmana k;f@étlag IUP yang dimiliki oleh perusahaan
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